BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ $23 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

L.

DI KABUPATEN TABALONG
BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat
(1) dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta
Pelindungan Masyarakat, perlu dibentuk Satuan Tugas
Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat Il
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penectapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6205);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010
tentang Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan
Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
436);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
548);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02}, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3J;

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
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12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2023 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU - Membentuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat di Kabupaten
Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu pelaksanaan pembinaan satuan pelindungan
masyarakat;

b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum
masyarakat;

c. membantu penanggulangan dan pencegahan bencana serta
kebakaran; dan

d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan tugas
pelindungan masyarakat.

KETIGA . Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Tabalong sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 3/ OtSembr ReRL.

V}k/ BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFAN17’
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ §215 /2025

TANGGAL 3| Dosber 2%

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN TABALONG

JABATAN DALAM
NO JABATAN DALAM DINAS SATUAN TUGAS KET
1. | Bupati Tabalong Pembina I
2. | Wakil Bupati Tabalong Pembina II
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Pengarah
4. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggung
Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Jawab
5. | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan
Pengembangan Kapasitas pada Satuan Polisi Koordinator
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Tabalong
6. | Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada
SaIt)uan Polisi Pamong gPraja dgn Pemalzlam KepaTl\i Satuan
Kebakaran Kabupaten Tabalong gas
7. | Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas pada
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Anggota
Kebakaran Kabupaten Tabalong
8. | Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian
pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Anggota
Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong
9. |Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada 2 (dua)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Anggota
Kebakaran Kabupaten Tabalong orang
10. | Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat 1 (satu)
pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Anggota
Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong orang
11. | Penata Layanan Operasional pada Satuan 1 (saitu)
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Anggota
Kebakaran Kabupaten Tabalong QRS
12. | Pranata Ketentraman dan Ketertiban Umum 4 fempat)
pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Anggota P
Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong orang

BUPATI TABALONG,




